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ABSTRAK 
 
PUTRI DEVANI. K. (B 111 06 644). Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno (Studi Kasus di Kota 
Makassar Tahun 2010 s/d 2013).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya penyebaran video porno di kota Makassar serta 
untuk mengetahui upaya pemberantasan penyebaran video porno di kota 
Makassar. 
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar 
dan Makassar Trade Centre (MTC). Untuk Polrestabes karena pada 
lembaga hukum tersebut terdapat data dan fakta mengenai tindak 
kejahatan penyebaran video porno sehingga informasi yang Penulis 
dapatkan akurat sedangkan untuk penelitian di Makassar Trade Centre 
(MTC) karena pusat perbelanjaan tersebut banyak terdapat perdagangan 
kaset video porno sehingga Penulis dapat mengetahui secara langsung 
proses transanksinya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor dalam 
penyebaran video porno. Diantaranya adalah faktor, ekonomi, sosiologis, 
media dan edukasi. Maka diperlukan upaya  dari pihak kepolisian untuk 
memberantas penyebaran video porno. 
Kesimpulan yang didapatkan Penulis bahwa kurangnya lapangan 
pekerjaan (faktor ekonomi) dan lemahnya penegakan hukum  dari aparat 
kepolisian seperti razia menjadi faktor yang paling mendasar mengapa 
penyebaran video porno marak terjadi.  
Saran Penulis terhadap penyebaran video porno agar pemerintah 
menyediakan lapangan kerja yang memadai sebagai pengganti pekerjaan 
para pedangang kaset video porno. Sementara untuk pihak kepolisian 
agar dapat mempertegas dan memperbanyak kegiatan razia pedagang 
kaset video porno untuk memberantas penyebaran video porno tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
 Pancasila merupakan landasan ideologis dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai premis pertama 
dalam Pancasila meniscayakan segala nilai-nilai kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah bernilaikan 
Ketuhanan. Substansi dari sila pertama kemudian direalisasikan dalam 
sila kedua yang menuntut masyarakat Indonesia agar menjadi manusia 
yang adil dan beradab. Seiring dengan berkembangnya zaman, 
masyarakat pun terus menghadapi berbgai kejahatan yang tentunya 
menghancurkan nilai-nilai peradaban yang dicita-citakan. Salah satu 
bentuk kejahatan tersebut adalah “Pornografi”. Pornografi adalah gambar, 
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, 
yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat. 
 Definisi di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan suatu 
kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Norma 
kesusilaan yang dimaksud tentunya merupakan seperangkat nilai-nilai 
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teoretis dan juga praktis yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa 
demi terwujudnya masyarakat yang beradab. Pornografi merupakan 
bahaya yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah ancaman yang terhadap 
kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, pornografi dapat 
meningkatkan tindakan asusila dan pencabulan. Potensi tersebut sangat 
jelas adanya, sebab pornografi bisa merangsang nafsu seksual manusia. 
Mengingat manusia memiliki hawa nafsu, maka pemerintah sejatinya 
haruslah mengontrol pelampiasan hawa nafsu tersebut di dalam 
masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak antara individu satu 
dengan yang lainnya. Inilah landasan dari dibentuknya seperangkat aturan 
hukum mengenai pornografi. 
 Pornografi sering dianggap bagian dari modernisasi, padahal 
anggapan itu belum tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut efek 
samping modernisasi. Modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan 
tidak perlu dibendung, karena memiliki banyak manfaat. Tindakan yang 
seharusnya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan 
modernisasi ke arah yang benar. Kiblat modernisasi adalah negara-
negara maju sehingga apapun yang dilakukan oleh negara maju tersebut 
cenderung ditiru masyarakat Indonesia, mengingat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tergolong negara berkembang. Mengarahkan dan 
mengendalikan modernisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi 
dan bagian positif peradaban negara maju untuk kepentingan rakyat 
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Indonesia. Melihat perubahan budaya yang sangat drastis yang 
merupakan efek negatif modernisasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) pada tahun 2001 mengeluarkan TAP MPR No. VI/2001 khusus 
mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan juga ada TAP MPR No. 
VI/2002 yang khusus memerintahkan agar pemerintah segera membentuk 
Undang-undang Antipornografi. 
 Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pornografi 
lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau kejahatan terhadap 
kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri 
termuat di dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 283 KUHP. 
Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II XIV tentang Kejahatan 
Kesusilaan Pasal 281 sampai dengan Pasal 282 dan Buku III Bab VI 
tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533, 
keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh dilanggar dan 
memuat sanksi-sanksinya. Pasal 281 dan Pasal 282 adalah kejahatan, 
sedangkan Pasal 533 merupakan pelanggaran, Pasal 282 bermaksud 
melindungi norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 
ingin melindungi kepentingan anak-anak muda yang belum dewasa. Delik 
yang diancam dengan Pasal 282 lebih serius daripada yang diancam 
dengan Pasal 533. Di sini tidak disinggung lagi “yang melanggar 
kesopanan” tetapi “menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Berarti 
bahwa tulisan atau gambar atau benda yang bersangkutan dapat 
membawa akibat terangsangnya nafsu birahi anak-anak muda. Tidak 
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dipersoalkan lagi apakah tulisan atau gambar itu merupakan pelanggaran 
pada tata susila umum atau tidak, tetapi cukup jika hal itu dapat 
menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda. Fokus utama adalah 
akibatnya terhadap diri si anak muda, dan bukan suatu perbandingan 
dengan moral umum. 
 Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi 
dari Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP tidak tercantum dengan jelas 
sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi 
para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum. Karena 
kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 
Pornografi (Undang-undang Pornografi). Sebagai landasan filosofis dari 
Undang-undang Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam 
Konsideran Undang-undang Pornografi adalah bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan 
kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga 
negara. 
 Namun seketat apapun rumusan dari suatu peraturan hukum, 
dibutuhkan suatu penegakan yang kuat pula. Setelah adanya penegakan 
hukum yang kuat, internalisasi nilai-nilai dari hukum tersebut di dalam diri 
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masyarakat dengan sendirinya akan terjadi. Fakta pada hari ini 
menunjukkan bahwa hal tersebut masih jauh dari yang dicita-citakan. 
Masih segar diingatan kita ketika salah seorang anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dari salah satu partai yang berlandaskan pada 
nilai-nilai keagamaan disidik oleh kepolisian terkait kasus pornografi yang 
dilakukannya. Tidak lama setelah itu,  Satuan Cyber Crime Badan 
Reserse Kriminal Polri menangkap dua tersangka kasus pornografi anak 
yang menggunakan sarana internet. Kedua tersanka tersebut berhasil 
ditangkap di Jakarta dan Yogyakarta. Hal yang mencengangkan adalah 
kejahatan ini dilakukan dan dikendalikan di Indonesia, namun 
pemasarannya ke seluruh dunia. 
Berangkat dari ketidak-sesuaian antara hukum normatif mengenai 
pornografi yang ada dengan fakta-fakta yang ada pada masyarakat, maka 
penulis mengangkat suatu penelitian yang berjudul: 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno 
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010 s/d 2013). ” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 
dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyebaran 
video porno di kota Makassar ? 
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2. Bagaimanakah upaya pemberantasan video porno di kota 
Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
terjadinya penyebaran video porno di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya pemberantasan penyebaran video porno 
di kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk dijadikan bahan acuan bagi para akademisi dalam praktek 
belajar dan mengajar demi membangun keilmuan hukum yang lebih 
maju. 
2. Untuk dijadikan bahan acuan bagi para praktisi hukum dalam 
menegakkan hukum demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Definisi Kriminologi 
Untuk efektivitas pembelajaran, hal pertama yang harus dilakukan 
adalah menyamakan atau paling tidak menjelaskan definisi.  Kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai 
aspek (Crime dan Logos). Ini pertama Kali dikemukan oleh P. Topinard 
pada tahun 1830-1911. 
Sejalan dengan pengertian di atas, Soejono D (1985:4) 
memaparkan bahwa dari segi etimologi istilah kriminologis terdiri atas dua 
suku kata yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi 
berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang 
kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya. 
Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang  
memberikan  pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, 
sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi 
kejahatan,yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. 
Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan 
tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Sementara menurut 
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W.A. Bonger mengemukakan bahwa krimonologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya. kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap 
sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, 
seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain (Topo Santoso, 2003: 
9). 
2. Teori Tentang Kriminologi 
           Agar pembahasan  kita tentang teori kriminologi tidak rancu, 
banyak baiknya jika kita membahas terlebih dahulu mengenai apa itu 
teori. Secara etimologi, teori berasal dari bahasa latin “Theoria” yang 
berarti perenungan. Apa yang direnungkan? Yang direnungkan adalah 
hubungan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. 
Dalam bahasa Martin Heideger; Das Sein dan Das Sollen. Adapun secara 
terminologi atau secara istilah; teori adalah hubungan antara dua variabel 
atau lebih yang telah diuji kebenarannya. (Yesmil Anwar; 2010 hal 66) 
Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia; teori adalah cara atau 
aturan dalam melakukan sesuatu. 
Siapa-siapa saja yang berhak mengeluarkan teori? Dalam 
perspektif hukum, kita mengenal sumber hukum. Dan salah satu sumber 
hukum adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para tokoh. Tokoh yang 
dimaksud haruslah setara guru besar (professor) dan telah menghasilkan 
karya imiah berupa buku. Maka, seseorang yang berhak mengeluarkan 
teori jika ditinjau dalam perspektif hukum adalah professor.  
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Dalam literatur lain disebutkan bahwa doktrin adalah teori-teori 
yang disampaikan oleh para sarjana hukum yang ternama yang 
mempunyai kekuasaan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil 
keputusan. Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusan hakim, ia 
sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang sarjana hukum 
mengenai kasus yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum 
itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar 
keputusan hakim tersebut. (http://www.sentra-edukasi.com, Diakses pada 
tanggal 3-September-2013). Tapi bagaimana dengan teori-teori yang 
popular dan benar-benar terjadi tapi dikeluarkan oleh bukan professor? 
Jika teorinya benar, maka teori tersebut dikatakan teori substansial tapi 
tidak formal. 
Apakah teori diambil dari praktik (kenyatan-kenyataan) yang ada. 
Atau teori harus muncul terlebih dahulu mengendalikan kenyataan. Dalam 
artian, yang manakah lebih dulu; teori atau praktik (kenyataan). Menurut 
Plato, alam ide (teori) sudah hadir terlebih dahulu. Kemudia turun ke alam 
indera (kenyataan). Lebih lanjut, Plato mengatakan bahwa segala sesuatu 
telah kita ketahui sebelumnya di alam ide. Kita kemudian mengalami 
kelupaan saat turun ke alam indera. Karenanya, dibutuhkan proses 
pemikiran kembali (de javu) untuk mengembalikan segala sesuatu yang 
telah ketahui sebelumnya di alam ide. Kritik atas pandangan Plato inipun 
bermunculan. Apakah alam ide ini terpisah dengan alam indera? Kalau  
terpisah, berarti manusia memiliki dua jiwa.  
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Pandangan lain mengatakan sebaliknya. Bahwa kenyataan yang 
lebih dulu. Teori kemudian hadir untuk membenarkan apa yang 
seharusnya terjadi dalam tataran praktik (kenyataan). Tindakan 
pembunuhan haruslah hadir terlebih dahulu, kemudian ide yang 
menyatakan bahwa pembunuhan itu salah. Setelah memahami apa itu 
teori, mari kita lanjut pembahasan pada teori-teori kriminologi. 
Seperti yang kita jelaskan di awal, kriminologi adalah ilmu yang 
mempelajari tentang tindak kejahatan. Adalah Topinard, seorang 
antropolog berkebangsan Perancis selaku penemu kriminologi. Setelah 
menjelaskan mengenai apa dan bagaimana teori-teori lahir dan 
berkembang, kini kita akan membahas mengenai teori-teori dalam kajian 
kriminologi. Soedjono Dirdjosisworo (1994: 108-143), mengelompokkan 
teori-teori kriminologi, diantaranya: 
a. Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin Sutherland   
Dalam teori asosiasi deferensial, Edwin Sutherland menjelaskan 
bahwa perilaku kriminal sama saja dengan perilaku-perilaku lainnya, dapat 
dipelajari. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah apa-apa saja yang 
menjadi penyebab terjadi kejahatan atau kriminal. Dalam kajian yang lebih 
mendalam, para pakar sering menyebutnya kajian etiologi kriminal. 
Komunikasi dan interaksi antara satu orang dan orang lainnya itulah yang 
menjadi obyek pembelajaran dalam teori asosiasi diferensial. 
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Dalam mempelajari perilaku kriminal, kita harus hadir di tengah-
tengah pergaulan pelaku kriminal, agar hasil dari pembelajarannya benar-
benar valid. Dalam teori asosiasi deferensiasi, kita juga mempelajari teknik 
melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.  
Dorongan pelaku kriminal melakukan tindakan kriminal dikarenakan 
pemahamannya terhadap peraturan. Jika mereka menyukai aturannnya, 
mereka menaatinya. Jika mereka tidak menyukai aturannya, mereka 
melanggarnya. 
Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari 
kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal  tersebut 
tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh 
karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan 
umum dan nilai-nilai yang sama (A.S. Alam, 2010: 58). 
b. Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hlrchi 
Teori ini beranggapan bahwa penyebab terjadinya kejahatan 
dikarenakan lemahnya control terhadap indvidu dan masyarakat. 
Sehingga, masyarakat atau individu yang paling lemah daya kontrolnya 
menjadi masyarakat atau individu yang paling berpotensi melakukan 
tindakan kriminal. Dan masyarakat kelas bawah tidak jarang menjadi 
obyek dalam teori ini.  
Lebih lanjut, Hirschi  membagi empat unsur kunci dalam teori 
kontrol sosial mengenai perilaku kriminal; Kasih sayang, Komitmen, 
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Keterlibatan dan Kepercayaan. Kunci untuk kontrol sosial pertama adalah 
kasih sayang. Keluarga dan kerabat sebagai lingkungan terdekat harus 
menjadi pengontrol tindakan. Kunci kedua untuk kontrol sosial adalah 
komitmen. Komitmen adalah janji untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu. Maka komitmen menjadi kendali atau kontrol manusia dalam 
bertindak. Melakukan apa yang telah dikatakan dan mengatakan apa yang 
telah dilakukan (Yesmil Anwar:. 2010: 174). 
Keterlibatan adalah kunci ketiga dalam kontrol sosial. Seseorang 
yang terlibat dalam masyarakat akan cenderung untuk melakukan sesuatu 
yang dapat diapresiasi dan tidak melakukan sesuatu yang dapat 
membuatnya terhina. Dan kunci terakhir dalam kontrol sosial adalah 
kepercayaan. Dengan kepercayaan, seseorang yang dipercaya akan 
berusaha untuk tetap menjaga kepercayaan tersebut di tengah-tengah 
masyarakatnya. 
c. Teori Labeling oleh Howard Beckerd 
Ada beberapa pakar yang mempelopori hadir dan berkembangnya 
teori labeling. Salah satunya Howard Beckerd. Teori labeling mendalami 
tentang mengapa orang-orang diberikan label dan apa pengaruh label 
yang diberikan kepada seseorang.   
Teori labeling menganggap bahwa pada dasarnya, tidak ada satu 
pun perbuatan yang sifatnya kriminal. Perumusan kriminal atau tidaknya 
suatu perbuatan telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan, 
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dalam artian penguasa. Hal ini dilakukan demi kepentingan segelintir 
orang. Dimana-mana pihak penguasa tersebut tunduk pada kaum elit. 
Orang-orang dikatakan pelaku kriminal bukan karena mereka melakukan 
tindakan kriminal, tapi karena telah ditetapkan atau dilabel oleh penguasa. 
Karena pada dasarnya, setiap orang pernah berbuat jahat. Maka tidaklah 
tepat, mengategorikan atau bahkan memberikan label kepada seseorang 
bahwa ia pelaku kejahatan (kriminalis). Pihak yang paling menderita dari 
pelabelan ini adalah resedivis atau orang keluar masuk penjara. 
Apakah pelabelan tersebut obyektif? Tentu tidak! Teori labeling 
memang dapat kita lihat faktanya dalam realitas. Tapi mengenai pelabelan 
yang dilakukan kepada seseorang, tentulah tidak dapat kita benarkan. 
Pelabelan merupakan sebuah kesalahan berpikir. Contohnya begini; jika 
ada penilitian yang menyatakan bahwa Kota Makassar adalah Kota yang 
paling tinggi angka korupsinya, dapatkan kita menarik kesimpulan bahwa 
semua pejabat Makassar adalah koruptor atau pejabat di Kota Makassar 
adalah pejabat yang paling korup. Ini sudah barang tentu, kesalahan 
bepikir. Dan dibutuhkan kedunguan tertentu untuk dapat membenarkan 
pelabelan tersebut. 
d. Teori Psikoanalitik oleh Sigmund Freud 
Dalam pandangan Sigmun Freud diuraikan bahwa tindakan 
kejahatan atau kriminal terjadi karena dorongan hati nurani yang sangat 
lemah sehingga tak mampu menahan desakan untuk melakukan 
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kejahatan. Salah satu cara untuk mengurangi tindakan kriminal adalah 
dengan memperkuat hati nurani pada manusia. 
Prinsip dasar dalam teori ini menjelaskan bahwa tindakan atau 
tingkah laku seorang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada 
perkembangan masa kanak-kanak mereka. Kita perkembangan 
kedewasaannya mengalami keterhambatan (fiksasi), maka terhambat pula 
individu tersebut untuk memahami setiap tingkah lakunya. Tindakan atau 
tingkah laku manusia berkaitan erat dengan alam bawah sadarnya. 
Dimana alam bawah sadar tersebut terbentuk berdasarkan pola 
kebiasaan yang tidak dikendalikan oleh alam sadar. Maka yang sering 
melakukan kejahatan tidak menganggap perilakunya sebagai kejahatan 
lagi.  Berawal dari konflik psikologis ini dan akan berujung pada mentalitas 
penjahat. 
Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit 
berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud 
hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang 
tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe 
ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh 
Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. 
Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer 
antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah 
belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan 
anti-sosialnya (Yesmil Anwar. 2010: 179). 
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e. Teori Born Criminal oleh Cesare Lambrosso 
Cesare Lambrosso mengeluarkan sebuah teori born criminal atau 
terlahir sebagai kriminalis terinspirasi oleh pemikiran Darwin tentang teori 
evolusi manusia-nya dan pemikiran Auguste Comte dengan positivism 
empirik-nya. Maka lahirlah teori born criminal. Bahwa manusia memiliki 
sifat bawaan dari nenek moyangnya. Yang mana nenek moyang tersebut 
adalah binatang. Maka tidak heran, jika ada kecenderungan manusia 
untuk bertingkah laku seperti binatang.  
Pemikiran Auguste Comte terasa sekali hadirnya ketika Lambrosso 
mencoba mengategorikan pelaku kejahatan secara empirik berdasarkan 
postur wajah dan tubuh. Pelaku kejahatan yang kemarin bersifat abstrak, 
dicoba diempirisasi oleh Lambrosso. Dengan berbekal pengalamannya 
sebagai dokter militer, ia menganggap bahwa penjahat cenderung 
memiliki ciri-ciri fisik seperti kulit hitam, rahang lebar, hidung pesek, 
rambut urakan dan berbadan besar.  
Teori Lambrosso menjadi serta merta tertolak dengan hadirnya 
White Collar Crime atau penjahat berkerah putih yang sekarang banyak 
kita temukan di gedung-gedung mewah para pejabat (koruptor). Paham ini 
sangatlah deterministik. Kejahatan juga terjadi karena disfungsi otak dan 
learning disabilities, atau kerusakan sistem otak karena pukulan fisik. 
Paham ini juga menambahkan bahwa kejahatan terjadi karena faktor 
genetik yang diwariskan oleh orang tua. 
16 
 
f. Berbagai Perspektif Lain Tentang Kejahatan 
Perspektif Sosiologis mempelajari perilaku kejahatan dari sudut 
pandang sosial. Terdapat banyak teori di dalamnya. Teori Anomie dari 
Emile Durkhem mengelaborasi bahwa anomie terjadi karena hancurnya 
keteraturan sosial sebagai hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Ada 
pula teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan 
sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada kelas bawah. Hal ini 
menyebabkan disorganisasi sosial, asosiasi diferensial seperti white collar 
crime teori kontrol sosial yang memaparkan bahwa setiap kelompok 
masyarakat memeiliki norma-norma tersendiri dan bahwa norma-norma 
kelompok yang satu dan kelompok yang lain sangat mungkin 
bertentangan (A.S. Alam. 2010: 35). 
Teori Penyebab Kejahatan dari perspektif lainnya semisal teori 
labeling yang dipelopori oleh Becker dan Howard. Pengaruh dari 
labeling/cap ini adalah bagaimana label mempengaruhi sesorang yang 
terkena label juga mempengaruhi diri si pelaku hingga membuatnya 
pasrah terhadap label tersebut, resedivis contohnya. Hal ini semakin 
memperlebar penyimbangan dan membentuk karir kriminal seseorang. 
Lain halnya dengan teori konfilk, yang lebih menitik beratkan pada proses 
pembuatan hukum. Disini, yang banyak bermain adalah pemegang 
kekuasaan. Yang terakhir adalah teori radikal. Teori ini berpendapat 
bahwa kapitalisme merupakan kausa kriminalitas. Teori yang disebutkan 
terakhir dapat pula dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. 
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3. Ruang Lingkup Kriminologi 
Setiap disiplin ilmu, apalagi cabang dari disiplin ilmu seperti 
Kriminologi tentulah memiliki batasan dalam membahas sesuatu. Apa saja 
yang berada dalam batasan dinamakan sebagai ruang lingkupan atau 
cakupan. Untuk kriminologi sendiri, para kriminolog membagi ruang 
lingkupnya ke dalam 3 pokok bahasan: 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana. Yakni 
membahas tentang definisi, unsur-unsur, relativitas pengertian, 
penggolongan dan statistik kejahatan. 
2. Etiologi Kriminal atau teori-teori penyebab kejahahatan. Antara lain 
membahas mengenai mahzab, teori-teori dan berbagai perspektif 
kriminologi. 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, berbicara berkenaan teori-
teori penghukuman dan upaya-upaya pencegahan kejahatan (pre-
entif, preventif, represif dan rehabilitatif). 
Kriminolog amerika, Edwin Sutherland menyatakan bahwa 
Kriminologi bersifat Interdisipliner. Dengan kata lain,  untuk mempelajari 
kriminogi agaknya perlu bantuan pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. 
Seperti hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi, psikologi, 
statistik dan lainnya.  
Selanjutnya, dikenal pula proses-proses kriminal, diantaranya : 
Kriminalisasi, proses dimana suatu perbuatan awalnya tidak dianggap 
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sebagai kejahatan. Setelah undang-undang terbaru melarangnya, maka 
perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan. Dekriminalisasi, adalah 
kebalikan dari kriminalisasi (Undang-undangnya dicabut). Depenalisasi, 
sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dan diserahkan pada 
sistem hukum perdata, administrasi dan lainnya. Sanksi pidana adalah 
sanksi pamungkas. 
Sejarah dan perkembangan kriminologi berawal dari zaman kuno, 
abad pertengahan, permulaan sejarah baru, revolusi prancis, abad 19 
hingga era globalisasi saat ini. Perkembangan yang paling mencolok 
adalah pada revolusi prancis. Saat itu bermunculan pemikir-pemikir hebat.  
Salah satunya, Montesquieu yang berpendapat bahwa bentuk perundang-
undangan yang baik harus mengusahakan pencegahan kejahatan 
daripada penghukuman. 
Untuk apa Kita mempelajari kriminologi? Bukankah sama dan 
sudah cukup dengan Kita mempelajari hukum pidana? Memang, 
persamaannya adalah obyek kejahatannya dan adanya upaya-upaya 
pencegahan kejahatan. Tapi, hal yang subtantif adalah perbedaaanya. 
Perbedaannya adalah tujuan keduanya. Kriminologi mencari tahu 
mengapa si A melakukan kejahatan? (Why), hukum Pidana mencari tahu 
apakah si A melakukan kejahatan? (Who). Adagium lawas berbunyi : 
Kejahatan adalah bayangan peradaban. Kriminologi berperan penting 
dalam perumusan perundang-undangan baru, menjelaskan sebab 
terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) hingga menciptakan upaya-upaya 
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pencegahan kejahahatan. Hal itu merupakan kontribusi besar kriminologi 
untuk mengurangi penderitaan manusia. Itulah manfaat dan tujuan 
mempelajari kriminologi. 
 
B. Pornografi 
1. Definisi Pornografi 
Secara garis besarnya, kita bisa membatasi pengertian kita tentang 
pornografi bahwa segala sesuatu yang berbentuk  tulisan, gambar, atau 
produk audio-visual yang dapat merangsang nafsu seksual.  Bahkan di 
Negara-negara barat yang bebas dan berkembang sekalipun, juga 
melarang penyebaran-penyebaran pornografi. Tapi, bagaimana parameter 
seseorang dikatakan terangsang secara seksual? Bukankah kadar 
seksualitas setiap orang berbeda-beda?. 
Batasan mengenai "dapat merangsang gairah seksual orang lain" 
yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif.  
Betapapun juga ketentuan tentang pornografi adalah salah satu bentuk 
intervensi pemerintah dalam mengatur perilaku seks warganya dengan 
alasan untuk menjaga moral bangsa. 
Istilah pornografi sendiri berasal dan kata "pornographic" yang 
berasal dari bahasa Yunani yaitu pornographos (porne= pelacur, dan 
graphien= tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, 
atau suatu deskripsi dari perbuatan para pelacur). Dalam Encyclopedia 
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Britanica disebutkan bahwa pornography adalah: "The representation or 
erotic behavior, as in book, picture, or films, intended to cause sexual 
exticement" (suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di 
dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film-film, yang ditujukan untuk 
menimbulkan kegairahan seksual).  
Sedangkan menurut Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi 
ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan 
sesuatu yang menyinggung rasa susila dan orang yang membaca atau 
melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga 
peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi 
antara pria dan wanita (Santoso, 1997: 38). 
Lain lagi menurut H.B. Jassin dalam Lesmana (1994: 27), 
pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar 
dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat 
fantasi pembaca menjadi bersayap dan "ngelayap" ke daerah-daerah 
kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Itulah beberapa 
pengertian yang membatasi, membedakan dan menjelasakan pornografi 
dengan selainnya. 
2. Jenis-Jenis Media Pornografi 
Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh 
pornografi. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang 
dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi 
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yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui 
pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, 
internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan 
barang cetakan lainnya. (http://-www.lbh-apik.or.id. diakses pada 7 
September 2013). 
Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa media pornografi adalah alat 
yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Maka, dapat kita 
kelompokkan media-media apa saja yang dapat digunakan untuk 
memperoleh pornografi. Yang selanjutnya kita sebut dengan jenis-jenis 
media pornografi: 
a. Media Audio (Dengar) 
Media audio (dengar) adalah media atau alat yang darinya kita 
dapat mendengar tentang pornografi. Contoh-contoh media pornografi 
berupa audio adalah radio, kaset CD dan tape, MP3, lagu, suara telepon 
dan media-media audio lainnya yang mengantarkan kita pada pornografi.  
Pornografi melalui radio contohnya interaksi seksual berupa suara antara 
penyiar dan pendengar radio. Pornografi melalui lagu contohnya lirik 
mesum dan desahan seksual penyanyi. Pornografi melalui telepon 
contohnya percakapan atau desahan mesum oleh pembicara kepada 
pendengar telepon.  Di zaman informasi ini, kehadiran internet juga dapat 
menjadi media audio untuk memperoleh pornografi. 
b. Media Audio-Visual (Pandang-Dengar) 
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Media audio-visual (pandang-dengar) adalah media atau alat yang 
darinya kita dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai 
pornografi.  Media audio-visual ini berupa film, video, pertunjukkan, 
konser, game pada komputer atau internet serta segala media yang 
mengantarkan kita pada pornografi yang dapat didengar sekaligus dilihat. 
Pornografi melalui film atau video contohnya adegan-adegan mesum. 
Pornografi melalui pertunjukan dan atau konser contohnya tarian erotis 
penyanyi dan atau penari latar. Pornografi melalui game contohnya tokoh 
atau konsep-konsep pornografi pada game computer apalagi internet. 
c. Media Visual (Pandang) 
Media visual (pandang) adalah media atau alat yang darinya kita 
dapat melihat sesuatu mengenai pornografi.  Pornografi melalui media 
visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel 
populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan 
media permainan seperti kartu. Semua gambar yang mengandung unsur 
pornografi dapat kita katakan media visual pornografi (Abu Abdurrahman 
Nusa. 2005: 175) 
 
C. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pornografi   
1. Perlunya Peraturan Perundang-undangan tentang Pornografi 
Pada era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah 
memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, 
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dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap 
moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam 
kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. 
Penyebaran pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan 
meningkatnya tindakan asusila dan pencabulan. Sementara itu, 
pengaturan pornografi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan UU No.2 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum 
memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga 
perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur 
pornografi. Hal ini pula yang mendasari pertimbangan untuk dibentuknya 
suatu peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih rinci 
membahas dan mengatur mengenai pornografi. 
2. Tujuan Dibentuknya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi  
Untuk mengukur sekaligus membatasi apa-apa saja yang kiranya 
perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka diperlukan 
kerangka mengenai apa tujuan peraturan tersebut dibentuk. Dalam Pasal 
3 Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikatakan bahwa 
tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah : 
1) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang 
beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tingggi nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan 
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martabat kemanusiaan; 
2) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, 
adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang 
majemuk; 
3) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak 
masyarakat; 
4) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara 
dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan 
5) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di 
masyarakat. 
 
3. Pertimbangan Bagi Masyarakat Indonesia 
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah 
bangsa Timur yang masih berpegang pada nilai-nilai luhur, yang tentu 
sangat berbeda dengan budaya atau bangsa Barat. Perbedaan yang 
mencolok antara Barat dan Timur dari segi kehidupan sosial adalah Barat 
khususnya Benua Eropa mengalami kemajuan yang sangat menonjol. 
Sementara Timur masyarakatnya identik dengan memegang teguh tradisi, 
adat istiadat, dan kultur masingmasing, terutama yang diwarisi dari para 
leluhurnya. Kedua, adalah penilaian yang lebih menyoroti pada aspek 
etika (Neng Djubaedah. 2003: 84). 
Untuk menjaga nilai-nilai etika yang masih dipegang pada 
masyarakat Timur, khususnya Bangsa Indonesia dari gempuran 
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westerinasi atau globalisasi barat, maka diperlukan suatu peraturan yang 
mengikat dan pasti mengenai pornografi. Hal tersebut tidak dimaksudkan 
untuk menutup diri dari perkembangan dunia yang mana sangat 
digembar-gemborkan oleh bangsa Barat. Kita sebagai Bangsa Indonesia 
masih bisa tetap berpikiran terbuka untuk menerima perubahan selama 
perubahan tersebut perubahan  ke arah yang lebih benar dan baik 
(progresif). Hal ini sejalan dengan cita-cita hukum progresif oleh pakar 
hukum progresif Indonesia, Satjipto Rahardjo. 
4. Ketentuan Pidana terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno 
dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
 Dalam pembahasan sebelumnya, telah kita paparkan mengenai 
jenis-jenis media pornografi. Dalam karya ilmiah ini, penulis membatasi 
pembahasan seputar pornografi hanya melalui media video. Lebih 
terkhusus lagi, penulis hanya membahas mengenai tindak kejahatan 
penyebaran video porno. Penyebaran yang dimaksud adalah distribusi 
video porno baik yang diperdagangkan atau tidak.  
Adapun Pasal yang menjerat atau berkaitan dengan penyebaran 
video porno dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
adalah sebagai berikut: 
Pasal 29 
Unsur subyektif :  Setiap orang 
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Unsur obyektif    : Memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi. 
Pasal 31 
Unsur subyektif :  Setiap orang 
Unsur Obyektif  :  Meminjamkan atau mengunduh pornografi 
Pasal 32 
Unsur subyektif :  Setiap orang 
Unsur obyektif   :  Memperdengarkan, mempertontonkan, 
memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi. 
Terdapat perbedaan yang sangat tipis antara memproduksi, 
mendistribusi dan mengomsumsi video porno. Memproduksi adalah 
membuat video porno. Mendistribusi adalah menyebarkan video porno. 
Sementara mengomsumsi video porno hanya sekadar menonton untuk 
kepentingan dirinya saja. Maka, hanya 3 Pasal di atas yang dapat menjadi 
regulasi hukum terhadap kejahatan penyebaran video porno.  
5. Pornografi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
 Pada Tahun 1 Januari 1918 hukum pidana di Negara kita, Negara 
Indonesia yang dulunya disebut Hindia Belanda diatur dalam Wetboek van 
Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvSNI). Setelah Indonesia merdeka, 
melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia 
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dan UU No. 73 Tahun 1958, WvSNI diganti judulnya menjadi Wetboek van 
Strafrecht, atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), yang setelah dilakukan perubahan dan penambahan dapat 
diberlakukan untuk seluruh Indonesia. KUHP yang digunakan sekarang ini 
adalah terjemahan dari Wetboek van Strafrecht tersebut (Juliano Gema. 
2010: 46). 
 Karena keterbatasannya sebagai produk hukum masa Hindia 
Belanda, KUHP tentu tidak bisa mengatur dengan terperinci semua hal 
yang baru ada di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 282 
KUHP yang dituduhkan kepada Ariel. Pada pokoknya, pasal tersebut 
mengatur larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan tulisan, gambar atau benda di muka umum, yang isinya 
melanggar kesusilaan.  
 Pelanggar Pasal tersebut dapat diancam pidana penjara paling 
lama 1 tahun 6 bulan. Pasal tersebut tidak menyebut ”video” sebagai 
obyek yang disebarluaskan. Namun, sepertinya penyidik berpendirian 
bahwa ”gambar” seharusnya bisa diinterpretasikan juga sebagai ”gambar 
bergerak”, sehingga ”video” dapat masuk dalam lingkup pasal 282 KUHP 
tersebut. 
 Metode interpretasi yang digunakan penyidik itu disebut interpretasi 
secara ekstensif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata 
yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat 
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dimasukkan ke dalamnya. Metode interpretasi tersebut biasanya 
digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) 
manakala pengaturan suatu undang-undang tidak memadai. 
 Suatu contoh penggunaan metode interpretasi secara ekstensif 
yang telah dikenal luas adalah bahwa menyambung atau menyadap aliran 
listrik dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 362 KUHP. Interpretasi ini menganggap ”listrik” 
sebagai perluasan arti dari ”barang (benda)” sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 362 KUHP. 
 Unsur ”melanggar kesusilaan” yang bersifat normatif dalam pasal 
282 KUHP pada dasarnya tidak mudah untuk dibuktikan. Hal ini karena 
tidak mudah untuk mengukur nilai-nilai kesusilaan secara obyektif, 
sebagaimana sudah saya jelaskan dalam pembahasan Undang-undang 
Pornografi di atas. Inilah salah satu alasan paling mendasar mengapa kita 
perlu pada peraturan perundang-undangan yang khusus membahas 
pornografi. Sebagai bentuk perpanjangan tangan dari aturan KUHP yang 
kurang spesifik. 
 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan tidak mengenal 
tempat dan waktu. Dalam artian, tidak ada satupun tempat atau wilayah di 
dunia ini yang bebas dari pengaruh kejahatan. Tidak ada pula suatu masa 
atau generasi yang suci dari kejahatan. Tapi merupakan kesalahan 
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berpikir jika kita berlepas tangan dari kejahatan. Justru, karena kejahatan 
terus membayangi peradaban, maka hukum harus selalu ditegakkan.  
Upaya penanggulangan kejahatan adalah salah satu pokok 
bahasan dalam kriminologi. Penanggulangan kejahatan adalah upaya 
yang dilakukan untuk mencegah terjadi kejahatan. Untuk menanggulangi 
kejahatan, para pakar mengelompokkannya ke dalam 3 bagian; preemtif, 
preventif dan represif. 
1. Preemtif 
Preemtif adalah upaya pencegahan sebelum seseorang melakukan 
kejahatan. Yang ditekankan pada pencegahan jenis ini adalah faktor 
niatnya. Bentuk pencegahannya adalah dengan menanamkan nilai-nilai 
hukum dan moral ke dalam diri masyarakat. Sehingga, kalaupun ada 
kesempatan untuk melakakukan kejahatan tetapi tidak ada orang yang 
berniat untuk melakukan kejahatan, maka kejahatan tidak akan terjadi. 
Pencegahan dalam bentuk preemtif ini banyak kita temukan di kota-
kota besar dunia yang disiplin dan taat hukum. Misalnya di Singapura, 
meski tengah malam dengan kondisi jalan yang lumayan sepi, 
pengandara jalan masih tetap tertib lalu lintas.Ini bisa terjadi karena niat 
untuk melakukan kejahatan dicegah sedini mungkin (A.S. Alam. 2010: 80). 
Preemtif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar 
masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur 
korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi 
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gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa kejahatan. 
Perwujudan pencegahan dalam bentuk preemtif dapat dilakukan dengan 
cara sosialisasi hukum dan bimbingan kepada masyarakat. 
Pola preemtif atau penangkalan merupakan upaya penangkalan 
tindak kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat 
supaya tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan. Upaya preemtif dapat 
dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Upaya 
ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian, namun perlu 
melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama 
pemerintah daerah. 
2. Preventif 
Upaya pencegahan berikutnya adalah preventif. Persamaan 
pencegahan dalam bentuk preventif dan preemtif adalah keduanya 
melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara 
perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Preemtif mencegah 
dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan 
preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan 
kejahatan. 
Contoh pencegahan dalam bentuk preventif adalah menghilangkan 
kesempatan pencurian kendaraan bermotor dengan menyediakan jasa 
pengamanan dan parker kendaraan bermotor. Di berbagai pusat 
perbelanjaan, hotel dan gedung-gedung dengan tingkat keamanan yang 
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ketat, pengendara diwajibkan membawa STNK dan disediakan karcis 
yang disertai dengan catatan nomor plat kendaraan tersebut.  
Selain contoh di atas, ada pula langkah-langkah preventif yang 
meliputi; peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi 
pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, 
memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta menambah personil 
kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih mencegah 
terjadinya tindakan kejahatan (Baharuddin Lopa. 2001: 16-17). 
Tindakan preventif dilandasi bahwa “mencegah lebih baik daripada 
mengobati”. Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya 
korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai 
lebih efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat faktor-faktor yang 
diperlukan bersifat empiris. Dikatakan terukur karena hukum sendiri 
sifatnya juga empiris. 
3. Represif 
Berbeda dengan bentuk pencegahan preemtif dan preventif yang 
mencegah sebelum terjadinya kejahatan, represif adalah bentuk 
pencegahan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Maka jelas, 
represif hanya dapat dilakukan jika sebuah kejahatan sudah pernah terjadi 
minimal satu kali. Pola pencegahan dalam represif adalah dengan 
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memberikan efek jera baik bagi pelaku kejahatan, maupun masyarakat 
sekitar dimana kejahatan tersebut terjadi. 
Tindakan represif juga dapat dilakukan dalam bentuk penindakan 
melalui razia. Razia adalah upaya aparat penegak hukum untuk 
memberantas kejahatan jalanan seperti pelacuran, perdagangan barang 
bajakan, premanisme dan kejahatan-kejahatan jalanan lainnya.  Razia 
dapat terlaksana berdasarkan informasi intelijen dan laporan masyarakat 
yang menjadi korban atau melihat kejadian.  
 Tujuan pemidanaan dapat dilihat dari sudut pandang berbeda. Ada 
yang disebut dengan teori pembalasan. Emmanuel Kant berkata “ siapa 
yang membunuh harus dibunuh pula “. Ini yang dimaksud teori balas 
dendam. Hal ini dimaksudkan agar pelaku menderita dan tidak ingin 
mengulangi perbuatannya. Ada pula teori penjeraan atau teori menakut-
nakuti. Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus menakuti seseorang 
agar tidak berbuat jahat.  
 Lain halnya dengan teori penutupan atau pengasingan. Teori yang 
merupakan doktrin untuk menyatakan bahwa karantina memang sangat 
penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah 
pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya. Terakhir 
adalah teori memperbaiki. Bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah 
untuk memperbaiki pelaku kejahatan itu sendiri. teori ini biasa juga disebut 
33 
 
dengan teori rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan (A.S. Alam. 
2010: 81). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan tempat ini dengan 
mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut sangat mudah untuk 
mendapatkan video porno baik dalam bentuk kaset maupun data 
sehingga mempermudah proses penelitian. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat 
kepolisian di Polrestabes Makassar dan pelaku penyebaran video porno 
yang ada di Makassar Trade Centre, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Sampel 
 Penarikan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
sampling purposing, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga 
memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. 
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C. Jenis Dan Sumber Data  
Sumber data adalah tempat dimana kita memperoleh data. 
Sementara jenis data adalah pembagian data berdasarkan perolehan data 
tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain berupa: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak – pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini, 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada 
responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan. 
2. Dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dikaji. 
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E. Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam 
bentuk tugas akhir atau skripsi. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN & HASIL 
 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penyebaran Video 
Porno di Kota Makassar 
Dewasa ini,  seks bebas semakin meluas di kalangan masyarakat. 
Perkembangan teknologi yang pesat turut memicu penyebaran fenomena 
seks bebas tersebut. Dilihat dari sejarah perkembangannya, fenomena 
seks bebas merebak melalui fasilitas video rekaman yang disebarluaskan 
melalui data baik internet maupun kaset.  
Kasus video porno pertama “Bandung Lautan Asmara” milik dua 
remaja yang beredar di tahun 2001 menimbulkan efek negatif . Tayangan 
berdurasi 60 menit ini bisa disebut sebagai “pelopor” video porno di 
Indonesia karena sebelumnya kasus seperti ini sangat jarang terjadi. 
Semenjak video itu beredar luas, sampai tahun 2006 tercatat muncul lagi 
sekitar 500-an dokumentasi seks pribadi yang tersebar di internet 
(http://detik.com, diakses pada tanggal 22 oktober 2013).  
Video porno yang paling menghebohkan justru dating dari kalangan 
artis yang seharusnya menjadi figur panutan.  Tentu saja video seks yang 
menampilkan vokalis band, Ariel dan aktris Luna Maya, yang 
menyebabkan keresahan di masyarakat karena dampak yang ditimbulkan 
sangat merugikan bagi perkembangan generasi muda. Meskipun video 
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tersebut dikategorikan dalam kalangan dewasa, namun tetap saja 
menyebabkan efek negatif bagi kalangan di bawahnya, yaitu efek 
psikologis dan mental secara tidak langsung pada kalangan pelajar dan 
remaja yang tergolong usia rentan pengaruh mengingat masih dalam 
tahap labil.  
Merupakan sebuah pola pikir yang salah jika kita menyalahkan 
perkembangan teknologi, seperti data kaset dan internet yang tanpa batas 
dalam penyebaran video porno yang menimbulkan dampak negatif dalam 
berbagai sisi kehidupan, pribadi dan moral. Teknologi dikembangkan demi 
kemudahan penyebaran informasi dan jarak tanpa batas. Yang harus 
diperhatikan adalah kebijaksanaan penyeleksian informasi dan 
penggunaan secara positif. 
 Tindakan kejahatan penyebaran video porno inilah yang akan 
menjadi pokok bahasan dalam karya ilmiah ini. Setelah membahas 
mengenai pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, teori-teori 
penyebab terjadinya kejahatan hingga upaya pencegahannya, sekarang 
penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyebaran video porno, khususnya di kota Makassar yang dimana 
merupakan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Berikut tabel 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya perdagangan video 
porno di Kota Makassar: 
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Tabel 1 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Perdagangan Video Porno 
Di Kota Makassar 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Perdagangan Video 
Porno Di Kota Makassar 
Faktor yang Mempengaruhi Responden 
 
Jarangnya Aparat Hukum atau Pengelola 
Mall Dalam Melakukan Razia 
 
Faktor Ekonomi 
 
Tidak Mengetahui Bahwa Jenis Kaset Atau 
Video Yang Mereka Jual Adalah Video 
Porno 
 
Tingginya Permintaan Konsumen 
 
 
7 
 
17 
 
2 
 
4 
Jumlah Responden 30 Responden 
*Sumber: Data primer yang telah diolah 
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa ada beberapa 
faktor utama yang secara langsung maupun tidak langsung 
mempengaruhi maraknya perdagangan video porno di Kota Makassar 
baik dalam bentuk kaset maupun dalam bentuk data ( Hardisk Loading). 
Berdasarkan tabel di atas pula, untuk lebih jelasnya penulis menyimpulkan 
bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi perdagangan video porno di 
Kota Makassar, yaitu: 
1. Faktor Aparat Penegak Hukum 
Berdasarkan tabel 1 di atas, disitu dapat kita lihat bahwa aparat 
penegak hukum di Kota Makassar dalam hal ini Polrestabes Makassar 
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sangat jarang melakukan razia-razia terhadap para pedagang kaset-kaset 
di Kota Makassar yang juga secara terang-terangan menjual kaset-kaset 
video yang mengandung konten-konten pornografi. Menurut salah satu 
responden pedagang kaset yang ada di Makassar Trade centre, belum 
tentu dalam setahun polisi datang ke Makassar Trade Centre untuk 
merazia kaset-kaset yang ada (Hasil wawancara dengan pedagang kaset 
di Makassar trade centre tanggal 21 Oktober 2013). 
Dalam wawancara penulis dengan pedagang-pedagang kaset-
kaset di Kota Makassar, tidak sedikit responden yang mengakui bahwa 
walaupun akan terjadi razia pada lokasi dagangan mereka, biasanya 
mereka mendapatkan informasi terlebih dahulu dari beberapa pedagang 
yang memiliki kenalan atau keluarga yang berprofesi sebagai aparat 
kepolisian di Kota Makassar sehingga membuat razia yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum menjadi tidak efektif. Disini dapat dilihat bahwa 
pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi 
baris terdepan dalam suatu proses penegakan hukum malah menjadi 
tameng bagi para pelaku kejahatan penyebaran video porno baik dalam 
bentuk kaset maupun data. 
2. Faktor Ekonomi 
Dalam wawancara penulis dengan  pedagang video porno yang 
bertempat di Kota Makassar terangkum sebanyak 30 responden yang 
kesemuanya itu selaku pedagang kaset bajakan dan kaset video porno. 
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Dari 30 responden, 17 diantaranya mengakui bahwa mereka terpaksa 
menjual kaset-kaset tersebut karena kebutuhan-kebutuhan hidup mereka 
masing-masing semakin besar dan tidak seimbang dengan pendapatan 
mereka sehari-hari. Oleh karena itu mereka mengaku terpaksa menjual 
kaset bajakan dan kaset porno untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 
(Hasil wawancara dengan pedagang kaset di Makassar trade centre 
tanggal 21 Oktober 2013). 
Pemilihan kaset bajakan dan kaset porno sebagai objek jualan 
mereka karena modal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi pedagang 
kaset bajakan dan kaset porno ini dapat dikatakan sangat murah. Dengan 
modal dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp.2.500.000.), para pedagang 
sudah bisa mendapatkan 1000 keping kaset bajakan atau sekitar Rp. 
2500/ keping yang terdiri dari film layar lebar, mp3, dan video porno yang 
kemudian mereka jual kembali dengan harga Rp.8000/ keping atau sekitar 
tiga kali lipat dari harga modal (Hasil wawancara dengan pedagang kaset 
di Makassar trade centre tanggal 21 Oktober 2013). Jika dipersentasekan, 
maka 17 dari 30 responden tersebut berarti sekitar hamper 60 persen 
faktor penyebab maraknya perdagangan video porno dikarenakan oleh 
faktor ekonomi.  
3. Faktor Pengetahuan 
Yang penulis maksudkan dengan faktor pengetahuan disini adalah 
pengetahuan penulis akan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 
Tentang Pornografi sehingga terdapat beberapa pedagang yang tidak 
42 
 
mengetahui bahwa kaset yang mereka perdagangkan itu tergolong 
sebagai kaset porno. Karena sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang 
Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi: 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat. 
Sedangkan pengetahuan para pedagang akan kaset porno hanya 
sebatas kaset yang menampilkan suatu hubungan intim suami-istri tanpa 
sensor. Tidak satupun dari pedagang video porno tersebut mengetahui 
sanksi-sanksi dalam mengedarkan video porno yang terdapat dalam Pasal 
29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Berikut 
tabel tentang pengetahuan responden tentang Undang-undang Nomor 44 
Tahun 2008 Tentang Pornografi: 
Tabel 2 
Pengetahuan responden tentang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 
Tentang Pornografi 
Jawaban Responden Presentase (%) 
Tahu 0 0% 
Tidak Tahu 30 100% 
Jumlah 30 100% 
*Sumber: Data primer yang telah diolah 
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4. Faktor Konsumen 
Berdasarkan Tabel 1 diatas, faktor keempat adalah faktor 
konsumen yang juga menjadi faktor penting dalam perdagangan video 
porno karena tidak mungkin perdagangan ini marak dilakukan apabila 
tidak terdapat minat pasar yang besar pula. Pedagang yang awalnya 
hanya berdagang kaset film layar lebar dan mp3 bajakan saja akhirnya 
tertarik menambah koleksi dagangannya dengan hal-hal yang memuat 
konten pornografi dikarenakan permintaan pelanggan sendiri. Bermula 
dari pelanggan yang mencari film “semi” sampai pada film “full” (Hasil 
wawancara dengan pedagang kaset di Makassar trade centre tanggal 23 
Oktober 2013). 
Dikarenakan permintaan pelanggan, maka pedagang melakukan 
penawaran kepada produsen kemudian mendistribusikannya kepada 
pelanggannya. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan 
bahwa permintaan akan suatu barang atau jasa berbanding lurus dengan 
penawaran.  
Tabel 3 
Pandangan Konsumen Perdagangan Kaset Bajakan terhadap kaset 
yang memuat Konten Pornografi 
Jumlah Responden (10) Pandangan Konsumen 
8 Setuju 
3 Tidak Setuju 
*Sumber: Data Primer yang telah diolah 
44 
 
 Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa delapan dari sepuluh 
konsumen pedagang kaset bajakan yang terdiri dari lima laki-laki dan lima 
perempuan menyatakan setuju-setuju saja jika para pedagang tersebut 
menyediakan kaset-kaset yang mengandung konten pornografi karena 
menurut mereka hal itu kembali lagi kepada konsumennya sendiri, jika 
memang konsumennya ingin mencari video porno, walaupun pedagang 
tidak menyediakannya tetap saja seseorang bisa mendapatkannya di 
internet dengan mudah. Adapun tiga orang lainnya yang semuanya 
adalah perempuan dengan tegas menyatakan tidak setuju akan adanya 
kaset-kaset seperti itu yang diperjualbelikan secara bebas di pasaran. 
 
B. Upaya Pemberantasan Video Porno di Kota Makassar 
Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya 
bahwa sangat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyebaran 
video porno. Maka diperlukan upaya untuk mencegah kemudahan akses 
dan penyebaran terhadap keberadaan video tersebut. Teknologi internet 
dan Gadget serta kepingan DVD atau VCD telah membuat begitu 
mudahnya informasi tersebut tersebar. 
 Untuk mencegah atau memberantas penyebaran video pormo 
diperlukan peran dari semua pihak, baik itu pihak keluarga, masyarakat 
apalagi Negara dalam hal ini pihak kepolisian.  Karena dampak yang 
ditimbulkan dari tersebarnya video porno merugikan banyak pihak, maka 
seharusnya upaya pencegahannya harus dilakukan oleh banyak pihak 
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pula. Meskipun demikian, yang paling bertanggung jawab dalam upaya 
pemberantasan video porno ini adalah pihak kepolisian.  
Pihak Negara, dalam hal ini pihak kepolisian merupakan salah satu 
pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran video porno yang 
terlarang ini. Olehnya itu, diperlukan upaya dari pihak kepolisian untuk 
melakukan pencegahan dan penyebaran video porno. Berikut data 
pemberantasan penyebaran video porno yang dilakukan oleh Polrestabes 
Makassar dalam kurun waktu 2010-2013: 
Tabel 4 
Data Pemberantasan Penyebaran Video Porno oleh Polrestabes 
Makassar pada tahun 2010-2013 
Upaya Pemberantasan 2010   2011  2012  2013 Jumlah 
 
Melakukan Razia Pedagang Kaset Bajakan 
dan Video Porno pada Pusat Perbelanjaan 
dan Pasar se Kota Makassar 
 
 
Sosialisasi dan Pembinaan Hukum 
mengenai Bahaya Seks Bebas pada 
Sekolah bekerjasama dengan Organisasi 
mahasiswa dan Lembaga Masyarakat se 
Kota Makassar 
 
Penangkapan terhadap Pelaku 
Perdagangan Video Porno pada Pusat 
Perbelanjaan dan Pasar se Kota Makassar 
 
 
   1         0        2  0         3 
 
 
   8        11      18 14        51 
 
 
   1         0        1        1        3 
*Sumber: data Primer dari Polrestabes Makassar yang telah diolah 
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polrestabes 
Makassar pada Tabel 4 tersebut, Maka penulis mengkategorikan upaya 
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pemberantasan penyebaran video porno di Kota Makassar menjadi tiga, 
yaitu: 
a) Upaya Pre-emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya pencegahan kejahatan dalam hal 
mencegah niat kejahatan tersebut. Maka upaya pencegahan tersebut 
harus dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Adapun upaya pre-emtif 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar adalah 
dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum ke sekolah-sekolah 
se-Kota Makassar. 
Pembinaan dan sosialisasi hukum tersebut dibantu oleh pihak 
sekolah terkait, organisasi kemahasiwaan khususnya mahasiswa fakultas 
hukum. Dalam kurun waktu 2010-2013, pihak kepolisian telah melakukan 
pembinaan dan sosialisasi hukum sebanyak 51 kali tersebar di beberapa 
sekolah se Kota Makassar. 
Adapun tema pembinaan dan sosialisasi hukumnya dapat 
bermacam-macam. Seperti pendidikan seks usia dini, bahaya seks bebas 
dan  tema-tema edukatif lainnya. Inilah wujud kerjasama pihak kepolisian 
dan masyarakat dalam hal pemberantasan penyebaran video porno, 
khususnya di kalangan pelajar. 
Salah satu organisasi mahasiswa yang pernah bekerja sama 
dengan pihak kepolisian adalah Hasanuddin Law Student Centre yang 
kemudian disingkat HLSC. Dari wawancara penulis dengan ketua HLSC 
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periode 2012-2013, Muhammad Triocsa, diperoleh data bahwa selama 
periode kepengurusannya sekitar 1 tahun, organisasi yang dipimpinnya 
tersebut telah bekerja sama dengan pihak kepolisian Polrestabes 
Makassar dalam acara sosialisasi hukum mengenai bahaya seks bebas 
sebanyak 4 kali. (Hasil wawancara dengan ketua Hasanuddin Law 
Student Centre Periode 2012-2013 pada tanggal 28 oktober 2013). 
b) Upaya Preventif 
Selain upaya pre-emtif, kepolisian Polrestabes Makassar juga 
melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan video porno melalui 
upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan kejahatan 
dengan mencegah kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan. 
Pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. 
 Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
Polrestabes Makassar adalah dengan melakukan razia kaset bajakan dan 
video porno pada pusat perbelanjaan dan pasar se-Kota Makassar.  
Dalam upaya ini, pihak kepolisian turun langsung ke lokasi untuk 
melakukan razia perdagangan video porno tersebut.  
Dalam kurun waktu 2010-2013, pihak kepolisian hanya melakukan 
razia perdagangan kaset bajakan dan video porno sebanyak 3 kali. Razia 
yang dilakukan oleh aparat kepolisian tentunya sangat tidak efektif karena 
tidak sebanding dengan perkembangan perdagangan kaset-kaset bajakan 
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dan kaset porno, ditambah lagi dengan bocornya berita mengenai akan 
diadakannya razia kepada para pedagang kaset video porno. 
Kurangnya fasilitas, biaya operasional, dan sumber daya aparat 
juga menjadi kendala utama aparat kepolisian dalam melakukan razia. 
Pemberantasan dan penindakan tidak pidana penyebaran video porno 
dalam bentuk kaset maupun data tentunya memerlukan sarana yang 
mumpuni untuk menunjang keberhasilan aparat hukum dalam 
melaksanakan pemberantasan tindak pidana tersebut ( hasil wawancara 
dengan Aiptu Jafar, Wasdik Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 
25 Oktober 2013). 
Aparat kepolisian di Polrestabes Makassar juga menyatakan bahwa 
masyarakat sangat kurang berpartisipasi dalam memerangi 
perkembangan penyebaran video porno, baik dalam bentuk kaset, internet 
maupun data dan terkesan acuh terhadap penegakan hukum yang 
dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Makassar. Salah satu 
indikator kurangnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kurangnya 
laporan masyarakat kepada Reskrim Polrestabes Makassar terkait 
terjadinya tindak pidana penyebaran video porno. 
c) Upaya Represif 
Setelah melakukan razia, upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian adalah upaya represif. Adapun upaya represif yang 
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dimaksud adalah upaya penangkapan terhadap pedagang yang 
melakukan perdagangan video porno.  
Dari data penelitian seperti yang tergambar pada tabel 4 di atas, 
penulis mendapatkan informasi bahwa dalam kurun waktu 2010-2013 
pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku 
perdagangan video porno dalam bentuk kaset sebanyak tiga kali. 
Penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu tentunya 
tidak sebanding dengan banyaknya perdagangan kaset-kaset bajakan dan 
kaset porno diluar sana khususnya di Kota Makassar. Hal ini kembali 
terkait dengan kurangnya fasilitas, sumber daya aparat dan kurangnya 
dukungan serta partisipasi masyarakat dalam memberantas penyebaran 
video porno tersebut. Kurangnya fasilitas seperti CCTV pada pusat-pusat 
perbelanjaan yang rentan terjadi tindak pidana penyebaran video porno 
merupakan salah satu kendala utama dalam menindaki dan mengawasi 
para pedagang kaset porno tersebut. Penggunaan CCTV seperti ini telah 
digunakan di beberapa Negara maju yang menyadari akan pentingnya 
pengawasan dalam menindaki serta mengurangi potensi perkembangan 
tindak pidana ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
C. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran video 
porno ada empat faktor. Yang pertama, faktor aparat penegak 
hukum yang dimana aparat sangat kurang dalam mengawasi dan 
menindaki tindak pidana penyebaran video porno di Kota 
makassar, kedua, faktor ekonomi para pedagang yang cukup 
rendah sehingga memaksa pedagang untuk mencari jalan alternatif 
singkat untuk mendapatkan uang dengan memperdagangkan kaset 
bajakan dan kaset porno, ketiga, faktor pengetahuan yang dimana 
para pedagang kurang mengetahui akan apa yang dimaksud 
dengan pornografi secara hukum sehingga mereka tidak 
mengetahui barang dagangannya dapat dikategorikan sebagai 
kaset porno, keempat, faktor konsumen atau permintaan pasar 
yang cukup banyak sehingga memotivasi pedagang atau calon 
pedagang untuk terus memperdagangkan kaset bajakan dan kaset 
porno.  
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2. Upaya pemberantasan atau pencegahan penyebaran video porno 
di Kota Makassar yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada tiga, 
yaitu yang pertama, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada 
sekolah-sekolah guna mencegah niat para pelajar dalam hal-hal 
yang menyangkut pornografi, kedua, dengan melakukan razia-razia 
terhadap pusat-pusat perbelanjaan yang rentan terjadi tindak 
pidana penyebaran video porno di Kota Makassar, yang terakhir 
dengan melakukan penangkapan terhadap para pedagang yang 
terbukti telah memperdagangkan kaset-kaset porno. Walaupun 
aparat kepolisian telah berusaha keras dalam memberantas 
penyebaran video porno di Kota Makassar akan tetapi hal ini 
menjadi kurang efektif karena kurangnya fasilitas, biaya 
oiperasional, sumber daya aparat, dan kurangnya dukungan serta 
partisipasi masyarakat dalam memberantas penyebaran video 
porno. 
 
D. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukan tersebut, 
maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: 
1. Agar Pemerintah lebih aktif dan tegas dalam mengawasi dan 
menindaki para pendagang kaset bajakan dan kaset porno di Kota 
Makassar dan juga memberikan solusi ekonomi seperti lapangan 
pekerjaan yang dimana menjadi faktor yang paling besar dalam 
52 
 
menyebabkan terjadinya penyebaran video porno di Kota 
Makassar. Aparat kepolisan juga sebaiknya secara aktif 
memberikan sosialisasi terhadap para pedagang kaset akan apa 
yang dimaksud dengan pornografi secara hukum dan sanksinya 
jika memperdagangkan kaset-kaset yang mengandung konten 
pornografi sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 
Tentang Pornografi. 
2. Agar pihak kepolisian melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung 
seperti CCTV yang memiliki server langsung di kepolisian sehingga 
pihak kepolisian dapat melakukan pengawasan 24 jam/hari dengan 
biaya murah dari Polrestabes Makassar langsung sehingga 
mempermudah aparat untuk melakukan pengawasan, pembuktian 
dan mengurangi potensi perkembangan perdagangan video porno 
tersebut. Aparat kepolisian juga sebaiknya menggunakan 
pendekatan khusus dan memberikan penghargaan baik berupa 
piagam ataupun premi kepada masyarakat yang telah berjasa 
dengan berpartisipasi langsung dalam mengungkap tindak pidana 
penyebaran video porno, hal ini juga dapat mengundang minat 
masyarakat dalam mendukung serta berpartisipasi dalam 
memberantas suatu tindak pidana khususnya tindak pidana 
penyebaran video porno. 
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